
BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 77TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PEMALANG

a bahwa dalam rangka menmgkatkan pelayanan 
informasi dan dokumentasi yang berkualitas 
diperlukan adairya pedoman pengelolaan 
pelayanan informasi dan dokumentasi di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,

b bahwa Peiaturan Bupati Pemalang Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan 
peraturan perundang-unctangan, sehmgga perlu 
ditinjau kembali,

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam hurut a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Peiavanan Informasi dan 
Dokumentasi di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pemalang,

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daeiah-daeiah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propmsi Jaw a Tengah (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektromk (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektromk (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Puhlik (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaian Negaia Republik Indonesia 
Nomor 4846)

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 
5038),

5 Undang-Undang Nomoi 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang- 
Undang Nomoi 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679),

6 Peraturan Pemenntah Nomor 32 tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 1950,

7 Peraturan Pemenntah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaian Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149),

8 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887),

9 Peraturan Men ten Dalam Negen Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelavanan Informasi dan 
Dokumentasi Kementenan Dalam Negen dan 
Pemenntahan Daetah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 57),

10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Pengklasitikasian Informasi Publik (Benta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
429),

11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Transpaiansi dan Partisipasi 
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemenntahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1),

12 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daeiah Kabupaten Pemalang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016 Nomor 1^, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Nomor 14),
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Menetapkan

1

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PEMALANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan
1 Daerah adalah Kabu paten Pemalang
2 Pemermtah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemenntahan daerah yang 
memimpm pelaksanaan unsur pemenntahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom

3 Bupati adalah Bupati Pemalang
4 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah 

Kabupaten Pemalang
5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemenntahan yang 
menjadi kew enangan Daerah

6 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya 
dismgkat BUMD adalah badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh Daerah

7 Desa adalah kesatuan masvarakat hukum yang 
memiliki batas wilavah, yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus Urusan Pemenntahan, 
kepentingan mas>arakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional > ang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemenntahan Negaia Kesatuan Republik 
Indonesia

8 Pemermtah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemenntahan Desa

9 Informasi adalah keterangan, pemyataan, 
gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung 
mlai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannva yang dapat dilihat, didengar, dan 
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan 
dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komumkasi secara 
elektromk ataupun non elektronik

10 Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, 
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, 
gambar dan suai a untuk bahan informasi publik

11 Dokumen adalah data, catatan dan/ atau 
keterangan vang dibuat dan/ atau ditenma oleh 
Pemenntah Daerah dalam rangka pelaksanaan 
kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau
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sarana lamnya maupirn terekam dalam bentuk 
apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar

12 Informasi Publik adalah mformasi yang 
dihasilkan distmpan, dikelola dikinm dan/atau 
ditenma oleh suatu Badan Publik yang berkaitan 
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara dan/atau pen} elenggara dan 
penyelenggaraan Badan Publik lainya serta 
mformasi lam yang berkaitan dengan kepentmgan 
publik

13 Informasi }ang dikecualikan adalah mformasi 
yang tidak bisa diakses oleh Pemohon Informasi 
Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik

14 Akses mformasi dan dokumentasi publik adalah 
kemudahan yang diberikan kepada seseorang 
atau masayarakat untuk memperoleh mformasi 
dan dokumentasi publik yang dibutuhkan

15 Pelayanan mformasi dan dokumentasi adalah jasa 
yang diberikan oleh Pemenntah Daerah kepada 
masyarakat pengguna mlormasi

16 Badan Publik adalah Pemenntah Daerah, DPRD 
dan badan lam yang lungsi dan tugas pokoknya 
berkaitan dengan pen} elenggaraan negara, yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau 
orgamsasi non pemenntah sepanjang sebagian 
atau seluruh dananva bersumber dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan 
masyarakat dan/atau luar negen

17 Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan 
diben tugas untuk menduduki posisi atau jabatan 
tertentu pada Badan Publik

18 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
yang selanjutnya dismgkat PPID adalah pejabat 
yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, 
pendokumentasian penvimpanan, pemeliharaan, 
penyediaan, distnbusi, dan pelayanan mformasi 
dan dokumentasi di Badan Publik, yang terdm 
dan PPID Utama dan PPID Pembantu

19 PPID Utama adalah pejabat }ang bertanggung
jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian penyediaan, dan/atau 
pelayanan mformasi di lmgkungan Pemenntah 
Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Bupati melalui Sekretans Daerah

20 PPID Pembantu adalah pembantu PPID Utama 
dalam membenkan pelayanan mformasi dan 
dokumentasi publik di Perangkat Daerah, BUMD 
dan Pemenntah Desa

21 Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan 
atasan PPID Utama

1
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22 Pengelola Layanan Intormasi dan Dokumentasi 
yang selanjutnva dismgkat PLID adalah susunan 
pengelola layanan mformasi dan dokumentasi di 
lingkungan Pemermtah Daeiah

23 Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya 
dismgkat SOP adalah serangkaian petunjuk 
tertulis yang dibakukan mengenai proses 
penyelenggaran tugas-tugas PP1D

24 Daftar Infonnasi dan Dokumentasi Publik yang 
selanjutnya dismgkat DIDP adalah catatan yang 
berisi keterangan secata sistematis tentang 
seluruh mfoimasi dan dokumentasi publik yang 
berada dibaw ah penguasaan Pemermtah Daerah 
tidak termasuk mformasi dan dokumentasi yang 
dikecualikan

25 Ruang Pelayanaan Intormasi dan Dokumentasi 
yang selanjutnva dismgkat RPID adalah tempat 
pelayanan mformasi dan dokumentasi publik dan 
berbagai mfoimasi dan dokumentasi lamya yang 
bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian 
mformasi dan dokumentasi publik

26 Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang 
selanjutnya dismgkat SIDP adalah sistem 
penyediaan layanan mformasi dan dokumentasi 
secara cepat mudah, dan wajar sesuai dengan 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

27 Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi 
yang selanjutnya dismgkat LL1D adalah laporan 
yang berisi gamoaian umum kebijakan tekms 
informasi dan dokumentasi pelaksanaan 
pelayanan informasi dan dokumentasi, dan 
rekomendasi seita rencana tmdak lanjut untuk 
memngkatkan kualitas pelayanan informasi dan 
dokumentasi

28 Sengketa Intormasi Publik adalah sengketa yang 
teijadi antara Badan Publik dengan Pemohon 
Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi 
Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh 
dan/atau menggunakan mformasi publik 
berdasarkan peraturan peiundang-undangan

29 Orang adalah orang perseorangan, kelompok 
orang, badan hukum atau badan publik

30 Pengguna Informasi Publik adalah orang yang 
menggunakan mformasi publik sebagaimana 
diatur dalam peiatuian perundang-undangan

31 Pemohon Intormasi Publik adalah warga negara 
dan/atau badan hukum Indonesia yang 
mengajukan permmtaan mformasi publik 
sebagaimana diatur dalam pei aturan perundang- 
undangan

I
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

Maksud ditetapkannva Peraturan Bupati mi adalah 
a untuk menjamm pemenuhan hak warga negara 

untuk memperoleh akses Informasi dan 
Dokumentasi Pubhk di lmgkungan Pemenntah 
Daerah, dan

b untuk menyediakan pedoman dalam pelayanan
informasi dan dokumentasi di lmgkungan
Pemenntah Daerah

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 
a mewujudkan pen \ elenggaraan pemenntahan yang

baik,yaitu transparan, efektif dan efisien, 
akuntabel serta dapat DIDPertanggungjawabkan, 
dan

b menmgkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi dan dokumentasi di lmgkungan
Pemenntah Daerah untuk menghasilkan layanan 
informasi dan dokumentasi 3 ang berkualitas

BAB III
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 4

(1) Informasi dan dokumentasi publik di lmgkungan 
Pemenntah Daerah bersifat terbuka dan dapat 
diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan 
Dokumentasi Publik, kecuah informasi dan 
dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, 
terbatas, dan rahasia

(2) Bersifat ketat sebagaimana yrang dimaksud pada 
ayat (1), yaitu dalam mengkategonkan informasi 
yang dikecualikan harus benar-benar mengacu 
pada metode 3 ang valid dan mengedepankan 
objektivitas

(3) Kategon terbatas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yaitu, informasi yang dikecualikan harus 
terbatas pada informasi tertentu untuk 
menghindan penafsiran yang subjektif dan 
kesewenangan

(4) Informasi dan dokumentasi publik di lmgkungan 
Pemenntah Daerah dapat DIDPeroleh oleh 
Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik 
dengan cepat tepat waktu, dan dapat diakses 
dengan mud ah

l
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(5) Informasi dan dokumentasi publik yang 
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, 
dan/atau ketentuan peraturan perundang- 
undangan

(6) Informasi dan dokumentasi publik yang 
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) didasarkan pada 
pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila 
suatu informasi dan dokumentasi dibenkan 
kepada mas\arakat dengan pertimbangan yang 
seksama bahua menutup informasi dan 
dokumentasi publik dapat melmdungi 
kepentingan yang lebih besar danpada 
membukanya atau sebaliknya

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu 
Hak

Pasal 5

(1) Pemermtah Dae rah berhak menolak membenkan 
informasi dan dokumentasi >ang dikecualikan 
dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan seperti
a informasi dan dokumentasi yang dapat 

membah ayakan negara,
b informasi dan dokumentasi yang berkaitan 

dengan kepentingan peilmdungan usaha dan 
persamgan usaha udak sehat, 

c informasi dan dokumentasi yang berkaitan 
dengan hak-hak pnbadi,

d informasi dan komumkasi yang berkaitan 
dengan rahasiajahatan, dan/atau 

e informasi dan dokumentasi yang belum 
dikuasai atau didokumentasikan

(2) Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan 
yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama 
untuk selanjufrpa ditetapkan Bupati sesuai 
dengan kew enanganya

Bagian Kedua 
Keu ajiban

Pasal 6

(1) Pemermtah Daerah wajib menyediakan, 
membenkan dan/atau menerbitkan informasi dan 
dokumentasi publik yang berada di bawah 
kewenangann\a kepada Pemohon Informasi

l
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Publik, selam inform a si jang dikecualikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan- 
undangan

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemermtah Daerah dapat 
membangun dan men ge mbangkan sistem 
mformasi dan dokumentasi yang dapat diakses 
dengan mudah

B/\B V
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI

Pasal 7

(1) Pengelolaan pelayanan mformasi dan 
dokumentasi dilaksanakan oleh Pemermtah 
Daerah dengan membentuk dan menetapkan 
PPID

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melekat pada pejabat struktural yang membidangi 
tugas dan fungsi pelayanan mformasi dan 
dokumentasi dan/atau kehumasan

(3) PPID terdin dari
a PPID Utama, dan 
b PPID Pembantu

(4) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan 
PPID dibentuk PLID

(5) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan PPID Utama pada PLID

Pasal 8

PPID Utama bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretans Daerah

Pasal 9

(1) Struktur orgamsasi PLID sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (5), terdiri dan 
a Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati 
b Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh 

Sekretaris Daerah,
c Tim pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat 

Eselon II b di lmgkungan Sekretanat Daerah, 
seluruh Pimpman Perangkat Daerah dan 
pejabat yang menangam bidang hukum, 

d PPID Utama, dijabat oleh Pejabat pada 
Perangkat Daerah yang menangam mformasi 
dan dokumentasi serta kehumasan, 

e PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat yang 
mengelola mformasi dan dokumentasi pada 
Perangkat Daerah, BUMD dan Pemermtah 
desa,

f
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f Bidang pendukung \ang terdin dan 
Sekretanat PLID Bidang Pengolahan Data dan 
Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan 
Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang 
Fasilitasi Sengketa Informasi, dan 

g Pejabat lungsional
(2) Bagan struktur orgamsasi PLID sebagaimana 

dimaksud pada ay at (1) tercantum pada Lampiran 
I, sebagai bagian vang ticlak terpisahkan dan 
Peraturan Bupati mi

Pasal 10

Susunan PLID ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
tentang susunan PLID di Ungkungan Pemenntah 
Daerah

BAB VI
KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 11

(1) PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang 
berada di lmgkungan Perangkat Daerah, BUMD, 
Pemenntah Desa dan/atau Pejabat Fungsional

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pejabat atau staf yang memiliki 
keahlian dan ditugaskan di bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, pen> ediaan, dan/atau 
pelayanan informasi di lmgkungan Pemenntah 
Daerah

Bagian Kedua 
Tugas dan Keu enangan

Pasal 12

PPID Utama bertugas
a menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi 

dan dokumentasi
b menyusun laporan pelaksanaan kebijakan 

informasi dan dokumentasi,
c mengoordmasikan dan mengonsolidasikan 

pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi 
dan PPID Pembantu,

d menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, 
dan memberi pelavanan informasi dan 
dokumentasi kepada publik, 

e melakukan venfikasi bahan informasi dan 
dokumentasi publik,

f melakukan uji konsekuensi atas informasi dan

1
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dokumentasi \ang dikecualikan, 
g melakukan pemu lakh 1 ran mformasi dan

dokumentasi,
h menyediakan mformasi dan dokumentasi untuk 

diakses oleh masyaiakat
1 melakukan pembmaan, pengawasan, evaluasi, dan 

monitoring atas pelaksanaan kebijakan mformasi 
dan dokumentasi \ ang dilakukan oleh PPID 
Pembantu,

j melaksanakan rapat koordmasi dan rapat kerja 
secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan, 

k mengesahkan mformasi dan dokumentasi yang 
layak untuk dipubhkasikan

1 menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat 
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan 
memelihara mformasi dan dokumentasi, dan 

m membentuk tim fasJitasi penanganan sengketa 
mformasi yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati tentang Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa 
Informasi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, PPID Utama berwenang 
a menolak membenkan mformasi dan dokumentasi 

yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

b meminta dan mengelola mformasi dan dokumentasi 
dan PPID Pembantu vang menjadi cakupan 
kerjanya,

c mengoordmasikan pembenan pelayanan mformasi 
dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang 
menjadi cakupan kerjanya,

d menentukan atau menetapkan suatu mformasi dan 
dokumentasi 3 ang dapat diakses oleh publik, dan 

e menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat 
Fungsional untuk membuat mengumpulkan, serta 
memelihara mformasi dan dokumentasi untuk 
kebutuhan orgamsasi

Pasal 14

(1) PPID Pembantu bertugas
a membantu PPID Utama melaksanakan 

tangungjawab, tugas, dan kewenangannya, 
b menyampaikan mformasi dan dokumentasi 

kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 
(enam) bulan sekah atau sesuai kebutuhan, 

c melaksanakan kebijakan tekms mformasi dan 
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan 
fugsinjm,

d menjamm ketersediaan dan akselerasi layanan 
mformasi dan dokumentasi bagi pemohon 
mformasi secara cepat, tepat, berkualitas 
dengan mengedepankan pnnsip-pnnsip

*
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pelayanan prim a
e mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi 

bahan dan data hngkup komponen di 
lmgkungan Perangkat Daerah, di lmgkungan 
Pemermtah Daeiah menjadi bahan informasi 
publik dan

f menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan 
teknis dan pelayanan mformasi dan 
dokumentasi kepada PPID Utama secara 
berkala dan sesuai kebutuhan

(2) Selam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PPID Pembantu pada Sekretanat DPRD bertugas
untuk
a menyampaikan, meminta, mengelola, 

menyimpan mformasi dan dokumentasi 
kepada DPRD sesuai peraturan perundang- 
undangan, dan

b mengoord 1 nasikan mformasi dan dokumentasi 
kepada DPRD untuk menetapkan mformasi 
dan dokumentasi yang dapat diakses oleh 
publik

BAB VII 
SOP PPID

Pasal 15

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh 
Pemermtah Daeiah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan

(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
ketentuan sebagai benkut
a kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk 

sebagai PPID Utama dan PPID Pembantu, 
b kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai 

pejabat fungsional dan/atau petugas mformasi 
apabila diperlukan,

c kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, 
dan kenenangan Atasan PPID, PPID Utama, 
PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan 
Pejabat Fungsional,

d kejelasan tentang pejabat yang menduduki 
posisi sebagai Atasan PPID yang bertanggung 
jawab mengeluarkan tanggapan atas 
keberatan \ arig diajukan oleh Pemohon 
Informasi Publik,

e standar lavanan Informasi Publik serta tata 
cara pengelolaan keberatan di lmgkungan 
Pemermtah Daerah, dan

f tata cara pemhuatan laporan tahunan tentang 
Layanan Infoimasi Publik

(3) Dalam penv usunan SOP PPID mengacu kepada 
Peraturan Menteri Dalam Negen yang mengatur 
tentang Standar Operasional Prosedur di

*
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Lmgkungan Pemenntah Provmsi dan Pemenntah 
Kabupaten/Kora

Pasal 16

(1) Jems-Jems SOP PPID, antara lain
a SOP Pen} usunan Daftar Inlormasi Publik, 
b SOP Pelavanan Permohonan Informasi Publik, 
c SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, 
d SOP Penanganan Kebeiatan Informasi Publik, 

dan
e SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

(2) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati 
mi

BAB VIII
DIDP, RP1D, SIDP, LLID

Bagian Kesatu 
DIDP

Pasal 17

(1) DIDP paling sedikit memuat 
a nomor,
b nngkasan isi informasi,
c pejabat atau um t/satuan kerja yang 

menguasai mfomasi,
d penanggung jawab pembuatan atau penerbitan 

informasi,
e waktu dan tempat pembuatan informasi, 
f bentuk informasi \ang teisedia, dan 
g jangka waktu pen\ impanan atau retensi arsip

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara 
berkala oleh PPID Utama

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik 
yang sudah dipublikasikan harus diserahkan 
kepada perpustakaan di hngkungan Pemenntah 
Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasi 
menjadi bahan pustaka

(4) Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdapat pada Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak teipisahkan dari Peraturan Bupati 
mi

Bagian Kedua 
RPID

Pasal 18

(1) RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 
memadai

*
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(2) RPID dikelola oleh Pejabat Fungsional dan/atau 
petugas mformas)

Bag]an Ketiga 
SI DP

Pa sal 19

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk 
mempermudah akses pelayanan publik

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara tenntegrasi antara PPID 
Utama dengan PPID Pembantu

Bagian Keempat 
LLID

Pasal 20

(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Pemenntah 
Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 
pelaksanaan tahun anggaran berakhir

(2) Salman LLID Pemenntah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada 
Kementenan Dalam Negeri dan Komisi Informasi 
Pusat sesuai kewenangan masmg-masing

(3) LLID, paling sedikit memuat
a gambaran umum kebijakan pelayanan

informasi dan dokumentasi publik di 
lmgkungan Pemenntah Daerah, 

b gambaran umum pelaksanaan pelayanan 
informasi dan dokumentasi publik, antara 
lam
1 sarana dan prasarana pelayanan informasi 

dan dokumentasi publik beserta kondismya,
2 sumber daya manusia yang menangani 

pelajanan infomiasi dan dokumentasi 
publik beserta kualifikasinj a,

c anggaran pela\ anan informasi dan 
dokumentasi publik serta laporan 
penggunaann’y a

d nncian pelayanan informasi dan dokumentasi 
publik yang meliputi
1 jumlah permohonan informasi publik,
2 waktu yang diperlukan dalam memenuhi 

setiap permohonan mfoimasi publik dengan 
klasifikasi tertentu,

3 jumlah permohonan mfoimasi publik yang 
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, 
dan

4 jumlah permohonan mfoimasi publik yang 
ditolak beserta alasannya
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e nncian penvelesaian sengketa Informasi 
publik meliputi
1 jumlah keberatan yang ditenma
2 tanggapan atas keberatan yang dibenkan 

dan pelaksanaannva
3 jumlah pennohonan penyelesaian sengketa 

Komisi Informasi > ang benvenang, dan
4 hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi 

Komisi Informasi yang berwenang dan 
pelaksanaann} a oleh Pemenntah Daerah, 
jumlah gugatan yang diajukan ke 
pengadilan, dan hasil keputusan pengadilan 
dan pelaksanaannva oleh Pemenntah 
Daerah,

f kendala internal dan ekstemal dalam 
pelaksanaan lavanan informasi dan 
dokumentasi publik, dan

g rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk 
menmgkatkan kualitas pelayanan informasi 
dan dokumentasi

Pasal 21

(1) LLID merupakan bagian dan informasi publik 
yang wajib tersedia setiap saat

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan kepada publik dan disampaikan 
kepada atasan PPID

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Bupati oleh atasan PPID

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan 
dilaporkan oleh Bupati sebagai bagian dalam 
Laporan Penyelenggaraan Pemermtahan Daerah

BAB IX 
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang dipeilukan untuk pengelolaan 
pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan 
Pemenntah Daeiah dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang

BAB X
PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 23

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi 
a perseorangan, 
b kelompok masyarakat, 
c lembaga swadaya masyarakat, 
d orgamsasi masyarakat,
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e partai politik, dan
f badan publik lamnva

Pasal 24

Pemohon mformasi dan dokumentasi wajib memenuhi 
persyaratan
a mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan 
perundang- u ndangan,

b mencantumkan alamat dan nomor telepon yang
jelas,

c menyampaikan secara jelas jenis mformasi dan
dokumentasi yang dibutuhkan, 

d mencantumkan maksud dan tujuan permohonan
mformasi dan dokumentasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan, dan 

e menyatakan kesediaan untuk melakukan
penggandaan dokumen/mformasi di sekitar 
Kantor Dinas Komumkasi dan Informatika 
Kabupaten Pemalang/RPID dengan biaya sendin, 
atau memediakan CD/DVD kosong atau flasdisk 
untuk perekaman data dan mformasi

B AB XI
TATA CARA PELAYANAN INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI

Pasal 25

(1) Tata cara pelayanan Informasi dan dokumentasi 
di lingkungan Pemennrah Daerah meliputi
a pengumpulan mformasi, 
b pengklasifikasian mformasi 
c pendokumentasian mfoimasi, dan 
d pelayanan mformasi

(2) Tata cara pelayanan Informasi dan dokumentasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran IV ) ang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan Peratuian Bupati mi

BAB XII
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu 
Keberatan

Pasal 26

(1) Setiap pemohon mformasi publik dapat 
mengajukan kebeiatan secara tertulis kepada 
Atasan PPID berdasar«an alasan benkut 
a tidak disediakannya mformasi dan 

diumumkan secara berkala sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik,

b tidak ditanggapmya permmtaan mformasi, 
c permmtaan mformasi ditanggapi tidak 

sebagaimana yang diminta, 
d tidak dipenuhin> a permmtaan mformasi, 
e pengenaan biava yang tidak wajar, dan/atau 
f penyampaian mtormasi 3 ang melebihi waktu 

yang diatui dalam Undang-Undang 
Keterbukan Informasi Publik 

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b sampai dengan huruf f dapat 
diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah 
pihak

Pasal 27

(1) Keberatan diajukan oleh pemohon mformasi 
publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) han kerja setelah ditemukannya alasan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)

(2) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara 
mengisi formuhr yang disediakan oleh PPID

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sekurartg-ku rangnj'a memuat
a Nomor legistrasi pengajuan keberatan, 
b Nomor pendaftaian permohonan Informasi 

Publik,
c Tujuan penggunaan Informasi Publik, 
d Indentitas lengkap Pemohon yang mengajukan 

keberatan,
e Alasan pengajuan keberatan, 
f Waktu pembenan tanggapan atas keberatan 

yang dnsi oleh petugas,
g Nama dan tanda tangan Pemohon yang 

mengajukan kebeiatan, dan 
h Nama dan tanda tangan petugas yang 

menenma pengajuan keberatan
(4) PPID wajib membenkan salman formulir 

keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
kepada pemohon mformasi publik yang 
mengajukan keberatan sebagai tanda tenma 
pengajuan keberatan

Pasal 28

(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam 
register keberatan

(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sekurang-kuiangnva memuat
a Nomor registiasi pengajuan keberatan, 
b Tanggal diterimanya keberatan, 
c Identitas lengkap Pemohon Informasi Publik, 
d Nomor pendaftaran permohonan Informasi 

Publik,

&
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e Informasi Publik yang dimmta, 
f Tujuan penggunaan informasi, 
g Alasan pengajuan keberatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, 

h Keputusan Atasan PPID,
l Han dan tanggal pernbei tan tanggapan atas 

keberatan,
j Nama dan posisi Atasan PPID, dan 
k Tanggapan pemohon informasi

Pasal 29

(1) Atasan PPID membenkan tanggapan atas 
keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi 
publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hail kerja sejak ditenmanya keberatan 
secara tertulis

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangn^ a memuat
a Tanggal pembuatan surat tanggapan atas 

keberatan,
b Nomor surat tanggapan atas keberatan, 
c Tanggapan/jawaban tertulis Atasan PPID atas 

keberatan yang diajukan, 
d Permtah Atasan PPID kepada PPID untuk 

membenkan sebagian atau seluruh Informasi 
Publik yang dimmta dalam hal keberatan 
ditenma, dan

e Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan 
apabila Atasan PPID menguatkan putusan 
yang ditetapkan oleh bau ahannya

(3) PPID wajib melaksanakan keputusan dalam 
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mulai pada saat keputusan tersebut ditetapkan

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informasi 

Pasal 30

(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi 
Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi 
Provmsi dan/atau Komisi Informasi 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenanganya, 
menenma permohonan sengketa informasi yang 
diajukan pemohon informasi karena tidak 
menenma alasan tanggapan Atasan PPID

(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemohon 
informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat 
belas) han keija setelah diterimanya tanggapan 
tertulis Atasan PPID
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(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik dilakukan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim 
Fasilitasi Sengketa Informasi untuk 
mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, 
yang dibentuk oleh PPID Utama

(3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi 
Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat 
Kuasa untuk bersidang mewakili Pemenntah 
Daerah di Komisi Informasi Pusat dan/atau 
Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi 
Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan 
kewenanganya

(4) Tim Fasilitas Sengketa Informasi di ketuai oleh 
PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, 
pejabat yang menangani bidang hukum dan 
pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya 
sesuai dengan kebutuhan

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan 
sengketa informasi dengan melakukan koordmasi 
dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, 
pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat 
fungsional dan pihak lam yang dipandang perlu

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan 
Sengketa Informasi diatur oleh tim berdasarkan 
arahan Atasan PPID

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil 
penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan 
PPID

P asal 31

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, 
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lmgkungan Pemenntah Kabupaten 
Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 
2011 Nomor 32), dan Peraturan Bupati Pemalang 
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan 
Informasi dan Dokumentasi di Lmgkungan Pemenntah 
Kabupaten Pemalang (Benta Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan 
dmyatakan tidak berlaku

J-
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Pasal 33

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan 
perundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pemalang

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG ^

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELA\ \NAN [NFORMASI 
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

r

V.

Pembina
Bupati

Wakil Bupati
j

Pengarah 
Sekretans Daerah

Selaku Atasan PPIDV______ _Z______

r 1 irn Pertimbangan 
Ptjab.it Eselon II b Setda 

Kabupalen, Pimpinan Perangkat 
Dauah dan Pejabat yang 

menangam Bidang Hukum

A

J

PPID Utama PejabatStaiktui.il 
yang menangam Infotniasi dan Komumkan dan 

atau Kehumatan

V________________ ,________________ )

PPID Pembantu Peiabat Perangkat Daerah BUMD 
dan Pcnerintah Dcsa 

Pengelola Informa1.! dan Dokumentasi 
V__________________ ,__________________ )

\ PEJABAT FUNCTIONAL |

f
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI 
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

A FORMAT SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

! NOMGk SOP

ip  JBEJ* £81■ m ** m.* * T'’ »» <*** -j #ywBPvsryzt

PP1D
KABUPAiEN PEMALANG

1GE PEMI1GA1 AN 2017
TGL REX IS!
ICiL Eh EK1 IK | 2017
D1SAHKAN ()! h 1! j
NAMA SOP PE NYU SUN AN 

DAFTAR
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 UU 14 Tahun 2008
2 UU 25 Tahun 2009
3 UU 23 Tahun 2013
4 PP 61 Tahun 2010
5 Perki 1 Tahun 2010
6 Perki 1 Tahun 2013
KETERIKATAN PERALATAN /  PERLENGKAPAN

1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2 Term of Reference
3 Alat Tubs Kantor

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



4 Janngan Internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan dalam bentuk softcopy danhardcopy

No Kegiatan
Pelaksana Pendukung

KeteranganPPID
Pembantu

PPID
Utama

Atasan
PPID

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6
1 UU No 14 

Tahun 2008
2 UU No 25 

lahun 2009,
3 UU No 23 

Tahun 2013,
4 PP 6i lahun 

2010,
5 Per la No 1 

lahun 2010,
6 Peiki No 1 

Tahun 2013

7
Secara 
berkala, 
sertn mcrta 
dan betiap 
saat

8 9
1 Mengumpuikan 

mtormnsi dan 
dokumentasi yang 
berkualitas dan televan 
dcngan tupokst tnasing- 
masing komponen di 
Pcmcnntah Kabupaten 
Pemalang, baik \ ang 
diproduksi sendin, 
dikembangkan, maupun 
\ang larim kc pihak lam, 
yang berupa arsxp statis 
maupun dinamis, arsip 
aktif maupun 
arsip maktif dan arsip 
vital yang dikuasai 
Informasi yang dilakukan 
meliputi jenis dokumen, 
penanggung jawab 
pembuatan, waktu dan 
tempat pembuatan, serta 
bentuk informasi yang 
tersedia dalam hardcopy 
dan softcopy Format 
pengisian dalam 
pengumpulan informasi 
dan dokumentasi pada 
masing-masmg

(

r

D1DP vang 
telah
dikumpulkan 
dan komponen 
dan Peiangkat
Dut tali
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komponen di Pemenntah 
Kabupaten Pemalang L

2 Mengklasifikasikan 
seluruhi nformasi dan 
dokumentasi yang telah 
dikumpulkan dan 
mengidentifikasikannya 
berdasarkan sifat 
mlormasi dan 
dokumen t<i si, selain lfu 
jnga mengklasifikasikan 
mformasi dan

1

2

3

! 4
|

5

6

UU No 14 
Tahun 2008, 
UU No 25 
Tahun2009, 
UU No 23 
Tahun 2013,

Secara 
berkala, 
serta merta 
dan setiap 
saat

DIDP yang 
telah
diklasiflkasi
kebenarannya

PP b 1 1 ahun
2010 ,
Peiki No 1
T ah u n  2010,
Porki No 1

3

dokumentasi yang 
dik< i ualikan dengan 
kalegon sebagaimana 
yang telah ditetapkan 
melalui UU No 14 Tahun 
2008 Pasal 17 dan Pasal 
18 Pengujian tcntang 
konsekuensi dengan 
seksama dan penuh 
ketelitian sebelum 
menyatakan Informasi 
dan Dokumentasi Publik 
tertentu dikecualikan
oleh setiap orang_______
Mendoku mentasikan 
informasi publik dalam 
bentuk softcopy dan 
tempat penyimpanan 
dokumen dalam bentuk 
hardcopy dengan tata 
cara seperti mengarsip 
dokumen dan dipisahkan 
sesuai klasifikasi

t

lahun  2013

Alat tubs 
kantor

Secara 
berkala, 
serta merta 
dan setiap 
saat

DIDP
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mformasi dan 
dokumentasi wajib, 
secara berkala, 
sertamerta dan setiap 
saat Perlu dibuat daftar 
mformasi dan 
dokumentasi yang 
dikecualikan

4 Menetapkan DIDP secara 
resmi dan
mengumumkan kepada
masyarakat

1

<

r

>

Mengadakan 
rapat bersama 
antara PPID 
IJtama dengan 
PPID
Pembantu
untuk
menetapkan
DIDP

Setelah DIDP 
terkumpul 
dan PPID 
Pembantu

Surat 
Keputusan 
DIDP yang 
ditandatangam
olch Atasan 
PPID

Setelah DIDP 
ditetapkan, 
jika ada 
tambahan 
inks masi 
bai u, dibuat 
SK untuk 
ditetapkan

5 Mcngunggah DIDP ke 
Website u  smi 
Penieuntah kabupaten 
Pemalang maupun 
melalui saiana mformasi 
lamnya

T

Website dan 
sarana 
mfoi masi 
lamnya vang 
dimiliki olch 
komponen dan 
Pemenntah 
Daerah

beteloh DIDP 
ditctapkan 
oleh Atasan 
PPID

Adanya konten 
DIDP di 
website 
Pemenntah 
Daerah
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B FORMAT SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

i\AMA SOP P! A AY AN AN

PKRMOHON AN INFORM AST 

PUBLIK

DA8AR HUKCM KU ALIPIKASI PELAKSANA
1 T TT T 14 Tahun 9008
2 MS 23 I'rt 1!u11 2009
3 UU 23 lahun 2013
4 PP61 Tahun 2010
5 Perki 1 Tahun 2010
6 Perki 1 Tahun 2013
KETERIKATAN PERALATAN /  PERLENGKAPAN

1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2 Term of Reference
3 Alat Tulis Kantor
4 Janngan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
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No Kegiatan

Pelaksana Pendukung

KeteranganPem ohon
Informasi

Bagian
R egistrasi

PPID

PPID dan 
PPID

Pembantu

Komponen
&

Pexangkat
Daerah

Kelengkapan Waktu Output

1

!

2

Pemohon mformasi 
dapat menyampaikan 
permohonan mformasi 
yang dibutuhkan baik 
secara langsung dan 
tidak langsung

Melakukan legistiasi 
berkas permohonan 
mformasi publik Jika 
dokumen / mformasi 
yang dimmta telah 
termasuk dalam DIDP 
dan dimiliki oleh meja 
mformasi atau 
sudah terdapat di 
website PPID, maka 
langsung dibenkan 
kepada pemohon 
mformasi atau bisa 
langsung diunduh 
oleh pemohon 
mformasi Jika 
mformasi / dokumentasi 
yang dimmta belum

c )

—►

(1) Formulir 
Permohonan 
Informasi 
yang tersedia 
di meja 
pelayanan 
PPID atau 
yang
ditampilkan 
di website,
(2) Fotocopy 
atau scan 
identitas dn i 
(NIK) dan 
pemohon 
mformasi 
Semua data- 
data
pemohon
mformasi
disimpan
dalam
bentuk
hardcopy dan
softcopy

Pada hari 
dan jam 
kerja untuk 
pemohon 
mformasi 
secara 
langsung 
dan setiap 
saat untuk 
pemohon 
mformasi 
secara tidak 
langsung

Pada hai l 
dan iam 
kerja untuk 
pemohon 
mformasi 
secara
langsung dan
setiap saat
untuk
pemohon
mformasi
secara tidak
langsung

Formulir 
Permohonan 
Informasi 
yang telah 
dnsi lengkap 
dan
dilampin
fotocop\ / 
scan
identitas din 
(NIK)

DIDP yang
telah
tersusun
dalam
bentuk
hardcopy
dan
softcopy
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termasuk dalam DIDP, 
maka berkas 
permohonan 
disampaikan kepada

3

4

PPID atau PPID
Pembantu___________
PPID memmta kepada 
komponen atau 
Perangkat Daerah 
untuk
membenkan informasi 
atau dokumen vang 
sudah termasuic dalam 

I DIDP kepada PPID, 
untuk riibc! lkan 
kepada
pcmohon infoimasi 

| Kompont n atau 
Peiangkat Daeiah 
membenkan mformasi 
atau dokumen yang 
dimaksud kepada PP!D 
atau PPID Pembantu 
Membenkan xntormasi 
atau dokumen yang 
dimmta oleh pemohon 
informasi yang telah 
menandatangam tanda 
bukti penenmaan 
informasi atau 
dokumen

( )

i

!

ii

DIDP yang 
telah
ditetapkan
oleh
komponen
atau
Pei angkat 
Daerah

10 (sepuluh)
han kerja
sejak
formula
permohonan
mformasi

DIDP

> ang diisi 
j lengkap dan 
lampin 
scan/foto 
copy 
identitas, 
ditcnma oleh 
PPID

Informasi
atau
dokumen
yang
dimmta oleh
pemohon
informasi

Perpanjangan
permohonan
mformasi
adalah
7 (tujuh) han
kerja

Informasi
publik
yang
dimmta
oleh
pemohon
mformasi
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C FORMAT SOP UJI KONSEKUENSI NFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN3
TGL REVISI

#  jHk TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP UJI KONSEKUENSI

prMrpTN^'uy kattipattn pfmalang INFORM ASI PLBLIK

M A V \}£ M (J tj M kUALIl IkASI FELAkSANA
i « • • > ■-** t ; • • yi "}*?
2 UL' 2b lap Ml 2000
3 u t  23 Ghur 2013
4 PP 61 Tnhur. 2010
5 Ptrki 1 Iahuu2010 
G Pe.k, 1 Tdlam 2013
KETERIKATAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2 Term of Reference
3 Alat Tubs Kantor
4 Jarmgan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



No Kegiatan

Pelaksana
PPID

Utama dan 
PPID

Pembantu

Tim
Pertimbangan

Pelayanan
Informasi

Komponen
atau

Perangkat
Daerah

Pemohon Kelengkapan

Pendnknng

Waktu Output
Keterangan

Melakukan kajian 
atas
informasi /  dokumen 
yang tidak termasuk 
dalam DIP dengan 
melibatkan Tim 
Pertimbangan 
Pelayanan Informasi

Membenkan 
pertimbangan atas 
informasi/ dokumen 
yang dimaksud 
yang bersilat rahasia 
berdasaikan UU, 
kepatutan dan 
kepentmgan umum 
Menyampaikan 
kepada PPID atas 
status
informasi/dokumen 
yang dimmta 
pemohon informasi, 
apakah termasuk 
rahasia atau 
terbuka Jika 
informasi /  dokumen 
yang dimaksud 
adalah terbuka, 
maka PPID 
memenntahkan 
kepada
komponen /  Perangkat 
Daerah untuk

c J

Berkas
permohonan
informasi/
dokumen dan
pemohon
informasi

Setiap saat Berkas 
permohonan 
informasi 
yang telah 
dnsi lengkap 
dan dilampin 
fotocop y / scan 
identitas din 
(NIK)________

Dasai 
hukum 
UU KIP 14 
lahun 2008 
dan
PERKI 1 
Tahun 2010

Pada hai i 
dan jam 
kerja

Inlormasi/ 
dokumen 
yang telah 
dinyatakan 
terbuka 
untuk publik

Sui at
| keputusan 
Tim
Peilimbangan ! 
Pelai anan j 
Informasi

Pada hari 
dan jam 
kerja,
maksimal 10 
(sepuluh) 
hari kerja, 
sejak
permohonan
informasi
teregistrasi

Inlormasi/ 
dokumen dan 
komponen 
atau
Perangkat
Daerah
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menyerahkan 
mformasi/ 
dokumen yang 
dimaksud Jika 
status mformasi/ 
dokumen oleh Tim 
Pertimbangan 
Pelayanan Informasi 
dinyatakan rahasia, 
maka PPID membuat 
surat penolakan 
kepada pemohon

j mformasi_________
4 i Membcnkan 

j infoimasi >ang 
I diminta oleh 
j pemohon mfomiasi 
! d( ngan
| menanrlatangam

tanda bukti 
penerimaan atau 
memberikan 
surat penolakan 
kepada pemohon jika 
status
mformasi /  dokumen 
dinyatakan rahasia

I
Intormasi/ Maksimal Infoi masi
dokumen dibex lKan publik yang
>ang pernanjangan diminta
diminta oleh pemenuhan oleh pemohon
pemohon pei mohonan infoimasi
mformasi infoimasi atau surat
alau selama 7 penolakan
surat (tujuh) han
penolakan sejak
jika pemberitahu-
mformasi/ an tertulis
dokumen dibenkan
tersebut dan tidak
dikategorikan dapat
rahasia diperpanjang

lagi
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D FORMAT SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PENANGANAN KEBERATAN

prMrRTNT\F FABLPATE'I PEMAL-\NG iNfORMASI PUJJLik

DAbTR iiUKUM KUALIFIKAS1 PELaKSaNA ~

i no 14 1 -•!!•„ !• 2008
2 UU 23 lahur. 2000
3 UU 23 : an or. 2013 
1 PP61 Tahun 2010 
5 Perk* 1 I *ihun 2010 
G Peiki 1 Tctliun 2013
KETERIKATAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2 Term of Reference
3 Alat Tubs Kantor
4 Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
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No Kegiatan

Pelaksana Pendukung

KeteranganPem ohon
Informasi

Bagian
R egistrasi

PPID

PPID dan 
PPID

Pembantu

Atasan
PPID Kelengkapan Waktu Output

1 Pemohon Informasi 
menyampaikan 
pengajuan keberatan 
atas tidak 
terlayaninya 
permohonan 
mformasi yang 
dibutuhkan melalui 
(1) dutang langsung 
dan mengisi foimuln 
pei mohonan 
pengajuan keberatan 
mfoimasi pubhk 
tk ngan melengkapi 
fotocopy identitas 
diri (NIK) (2) melalui 
website dengan 
mengisi lormulir 
yang tclah diunduh 
dan menyertakan 
scan identitas din 
(NIK) kemudian 
dikirim ke alamat 
email PPID yang 
tertera di website, (3) 
menginm fax 
formulir 
permohonan 
informasi 
yang telah dusi 
lengkap disertai 
dengan fax identitas 
din (NIK) ke nomor 
fax PPID

CD

(1) Formulir 
Pengajuan 
Keberatan 
Informasi 
Publik yang 
tersedia di 
meja
pelayanan
PPID
atau
ditampilkan di 
website dan 
dapat diunduh,
(2) Fotocopv 
atau scan 
identitas
din (NIK) dan 
pemohon yang 
mengajukan 
keberatan

Pada han 
dan
jam keija

Formulir 
pengajuan 
keberatan 
pelayanan 
informasi 
publik yang 
telah dusi 
lengkap dan 
dilampn i 
fotocopy/scan 
identitas dm 
(NIK)

1’
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Melakukan registrasi 
formuhr pengajuan 
keberatan pelayanan 
mformasi dan 
menyampaikan 
pengajuan keberatan 
kepada Atasan PPID

Semua data- 
data pemohon 
mformasi 
disimpan 
dalam 
bentuk 
hardcopy dan 
softcopy

Pada hari 
dan
jam keija

Daftar
pengajuan
keberatan
pelayanan
mformasi
yang
telah di-flle 
dalam bentuk 
hardcopy dan 
softcopy

Memeriksa formulir 
pengajuan keberatan 
dan para pemohon 
mformasi dan
rrtemei mtahkan 
PPID dan PPID 
Pembcuilu untuk 
me njawab 
permohonan 
mformasi

Berkas
pcnga,uan 
keberatan 
pelayanan 
mloimasi yang 
teinh rinsi 
lengkap

Pada han
dan
jam kerja

Daftar surat 
yang hams 
dibci lkan 
kepada PPID 
dan PPID 
Pernbantu

Memenntahkan 
kepada PPID dan 
PPID Pembanlu 
untuk memenuhi 
permmtaan 
mformasi dari 
pemohon mformasi

(1) Berkas
pengajuan
keberatan
pelayanan
mformasi
yang telah dusi
lengkap, (2)
DIP yang telah 
diumumkan

Pada han 
dan
jam ketja

Surat
permtah
tertulis
kepada PPID
dan PPID
Pembantu
untuk
memenuhi
permmtaan
pemohon
mformasi
yang
mengajukan 
keberatan 
pelayanan 
mformasi 
publik_____

Memberikan 
mformasi yang •CD Dokumen / mfor 

masi yang____
Pada han 
dan

Informasi 
publik yang

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



dimmta oleh 
pemohon mformasi 
kepada Atasan PPID 
jika mformasi yang 
dimaksud telah 
masuk DIP Atasan 
PPID akan menjawab 
pengajuan keberatan 
kepada
pemohon mformasi 
Jika mformasi yang 
dunginkan pemohon 

! informasi tidak 
j termasuk daiam DIP 
yang trlah 
diumumkan, karena 
mformasi belum 
lust dw ulau 
tei masuk mtoi masi 
yang dikecualikan, 
maka dibenkan 
sutat penolakan 
kepada pemohon 
mformasi

dimaksud oleh jam kerja dimmta oleh
Pemohon Pemohon
Informasi atau Informasi
rekomendasi atau
surat surat
penolakan dari penolakan
PPID atau kepada
PPID Pemohon
Pembantu
karena
mformasi yang
dimmta 
merupakan 
mformasi \ ang 
dikecualikan

Informasi
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E FORMAT SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP FASILITASI SENGKETA

P F V i E P I M ' H  KA13U1 Alli/N P I  MAI ANG ILTOPMA^I PVBLIK

DASAK injkGM laJA I IFTKASI PFLAKSANA
—

, i l  j  14 iahun^OOS 
| 2 IP I 22 V m i. 2009 
j 3 LL 23 1 cLiiuii 20 io 
j 4 rp  <v t a i j ji 20.0 
! a Pc rki I IrilutM ^0]0 
G Peiki 1 Tahun 2013

—

KETERIKATAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 Lembaran Kerja dan Rencana Keqa
2 Term of Reference
3 Alat Tubs Kantor
4 Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
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No Kegiatan

Pelaksana Pendukung

KeteranganPem ohon
Informasi

PPID dan 
PPID

Pembantu

Atasan
PPID

Komisi
Informasi

Kelengkapan Waktu Output

1

1

'

Setiap pemohon 
informasi dapat 
mengajukan 
keberatan secara 
tertulis kepada 
Atasan PPID dalam 
waktu 10 (sepuluh) 
hari kerja, sejak 
pcrmohonan 
mlottnasi teiegisbasi 
dan diber'kan 
pcrpanjangan 
pemenuhan 
pei mohonan 
informasi selama? 
(tujuh) hari sejak 
pembentahuan 
tertulis diberikan 
dan tidak dapat 
diperpanjang lagi

(  V -

(1) Formulir 
Pengajuan 
Keberatan 
Informasi 
Publik yang 
tersedia di 
mej apelayanan 
PPID atau 
ditampilkan di 
■website dan 
dapaL 
diunduh,
(2) Fotocopy 
atau sc an 
ldentitas din 
(NIK) dari 
Pemohon 
Infonnasi yang 
mengajukan 
keberatan

Pada hari 
dan
jam kerja, 
maksimal 10 
(sepuluh) 
hari
kerja, sejak
pei mohonan
mfoimasi
teiegistias

Berkas 
permohonan 
informasi 
yang telah 
dnsi lengkap 
dan
dilampiri 
fotoc opy/ scan 
identitas diri 
(NIK)

v______ r

2 Atasan PPID 
menetapkan Tim 
fasilitasi sengketa 
informasi untuk 
mengu payakan 
penyelesaian 
sengketa informasi, 
yang dibentuk oleh 
PPID Utama

Tanggapan 
tertulis dan 
atasan PPID 
penhal 
informasi 
yang 
disengket 
akan

1r

3 Tim fasilitasi 
sengketa informasi 
di ketuai oleh PPID 
Utama dan 
beranggotakan PPID 
Pembantu terkait,

_______

Diajukan 
dalam waktu 
paling 
lambat 14 
(empat 
belas) hari
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pejabat yang 
menangani 
bidang hukum, 
pejabat fungsional, 
serta JFU yang 
sesuai dengan 
kebutuhan

4 Tim fasilitasi 
sengketa mformasi 
melaporkan proses 
penanganan 
sengketa mformasi 
kepada Atasan PPID

kerja setelah
ditenmanya
tanggapan
tertulis dan
Atasan
PPID

sengketa mformasi 
pubhk diaiukan 
kepada
komisi Inioimasi 
Pusat, Komi si 
Informa si Provinsi, 
Komisi
Inlormasi Kabupatcn 
/ Kota st suai 
dengan
kewenangannya 
apabila tanggapan 
Atasan PPID dalam 
proses keberatan 
tidak memuaskan 
Pemohon Informasi

•CD
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI 
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

FORMAT DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NO Jems
Informasi

Rmgkasan 
I si

Infoi inasi

Pejabat/Un
it/Satker

Yang
Menguasai
Inlormasi

Penanggung Waktu
dan

Tempat
Prmbuatan
Informasi

Inlormasi
Jangka
Waktu
Ytau

Retensi
Arsip

Jawab
Pembuatan

atau
Penerbit

Informasi

Bentuk 
Inlormasi 

Yang 
1erscdia

Wajib
Diumumkan 

Secoia 
Berkala

Wajib
Diumumkan 
Sei fa Merta

Wajib
Diumumkan 
Setiap Saat

r
Informasi

vang
dikecuaiikan

—

i 1
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN 1NFORMASI 
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik merupakan jamman hukum bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamm oleh 
Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keberadaan Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik sangat pentmg sebagai landasan hukum yang 
berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, (2) 
kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan 
Informasi Publik secara cepat, tepat waktu dan cara sederhana, (3) 
pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban Badan 
Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi

Sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) 
Undnag-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan 
Publik wajib (a) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan 
(b) membuat dan mengembangkan sistem penjediaan layanan informasi 
secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar 
layanan informasi publik yang berlaku secara nasional

BAB II
TATA CARA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tata keija Layanan Informasi dan Dokumentasi meliputi empat fungsi
1 Pengelolaan Informasi

Pengelolaan Informasi dilaksanakaan oleh masmg-masing Perangkat 
Daerah, BUMD dan Pemenntah Desa

2 Dokumentasi dan Arsip
Dokumentasi dan arsip aktif dilaksanakan oleh masmg-masmg 
Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa Urusan dokumentasi 
dan arsip maktif satuan kerja yang sudah dipmdahkan ke unit 
kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

3 Pelayanan Informasi
Pelayanan informasi dilaksanakan oleh Dmas Komumkasi dan 
Informatika Kabupaten Pemalang

4 Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Urusan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi 
dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretanat Daerah Kabupaten 
Pemalang

1
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BAB III
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3 .1  PENGUMPULAN INFORMASI
Kegiatan pengumpulan mformasi meritpakan tahap yang sangat 

pentmg dalam pengelolaan mformasi dan dokumentasi Beberapa hal 
yang ham s diperhatikan oleh setiap Perangkat 
Daerah/BUMD/Pemenntah Desa di Imgkungan Pemenntah Kabupaten 
Pemalang
1 Pengumpulan mformasi meru pakan aktifitas penghimpunan 

kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh 
setiap Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah Desa

2 Informasi yang dikumpulkan ad a 1 ah mformasi yang berkualitas dan 
relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat 
Daerah / BUMD / Pemenntah Desa

3 Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dan pejabat dan 
arsip, baik arsip statis maupun d ma m is

4 Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat 
yang bertanggung jawab dalam pelaksnaan tugas pokok dan di 
satuan kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan 
arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
satuan keija bersangkutan

5 Penyediaan mformasi dilaksanakan dengan memperhatikan 
tahapan sebagai benkut
a mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya, 
b mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah/BUMD/Pemenntah Desa, 
c mendata mformasi dan dokumen jang dihasilkan, dan 
d membuat daftar jems-jems mformasi dan dokumen

6 Alur dan Mekamsme Pengumpulan Informasi
Alur mformasi dalam rangka proses pengumpulan mformasi yang 
berada di setiap Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah Desa di 
Imgkungan Pemenntah Kabupaten Pemalang, dmsualisasikan 
dalam bagan sebagai benkut,

Alur mformasi sebagaimana digambarkan dalam bagan tersebut diatas, 
menunjukkan bahwa
1 Setiap mformasi di Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah Desa 

merupakan tanggung jawab pimpinan satuan keija
2 Setiap mformasi >ang dikelola oleh Perangkat 

Daerah/BUMD/Pemenntah Desa merupakansatu kesatuan 
mfromasi dan masmg-masmg unit kerja di bawahnya
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3 Setiap informasi publik di Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah 
Desa disampaikan ke PPID melalui PP1D Pembantu

4 PPID Pembantu menyampaikan mformasi publik kepada PPID 
dengan jangka waktu 1 (satuj bulan sekali dalam bentuk soft copy

5 Setiap informasi yang diterima oleh PPID diolah dan disediakan 
untuk kepentmgan pel a) anan mformasi yang dilakukan oleh PPID

6 PPID meminta masukan dari Tim Pertimbangan Informasi dan 
Dokumentasi untuk melajam permohonan mformasi

DIAGRAM ALUR PERGUMPULAN INFORMASI

NO AKTTVITAS PPID PEMBANTU
KA PD/ 
3UMD/DESA PPID

1 Mengumpulkan semua 
mformasi (publik 
maupun dikecualikan) 
yang sudah dilakukan, 
sedang di keqakan 
maupun yang 
direncanakan

St

1i
r
^
i

i 
i i

 
_________

2 Mengklasifikasikan 
semua mformasi '

1r

menurut sifatnya 
(mformasi yang bersifat 
pubhk ataukah mformasi 
yang dikecualikan)

3 Mendokumentasikan 
semua mformasi (publik 
maupun dikecualikan) 
yang sudah dilakukan, 
sedang dikerjakan 
maupun yang 
direncanakan

4 Menyetujui daftar 
Informasi Publik yang 
menjadi tanggung 
jawabnya dan 
menyerahkannya 
kembali ke
sekretans/kasubbag TO

1

\

5 Mengmmkan Informasj 
Publik untuk 
kepentmgan Pelayanan 
Informasi kepada PPID

......... ......-■
Finish

3 .2  PBNGKLASIFIKAS1AN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, mformasi dibagi menjadi dua 
kelompok yaitu mformasi yang bersifat publik dan mformasi yang 
dikecualikan
1. Inform asi yang Bersifat Publik

Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subjek 
mformasi sesuai tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap Perangkat 
Daerah/BUMD/Pemermtah Desa Pengelompokkan mformasi yang 
bersifat publik meliputi

a Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan 
Secara Berkala selam bat-lam batn\ a 1 (satu) tahun sekali 
terdin atas
1) Informasi tentang profil Pemenntah Kabupaten 

Pemalang/Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah Desa dan 
mformasi yang berkaitan dengan Pemenntah Kabupaten 
Pemalang/ Perangkat Dae rah/BUMD/Desa yang meliputi

3
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a) mformasi tentang kedudukan dan domisili beserta 
alamat lengkap, ruang lmgkup kegiatan, maksud dan 
tujuan, tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah / BU M D / Pemenntah Desa beserta kantor unit- 
unit di bawahnya,

b) struktur orgamsasi, gambaran umum dan profil smgkat 
pejabat,

c) laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib 
melakukannya jang telah dipenksa, divenfikasi, dan 
telah dikirimkan oleh KPK kepada Perangkat 
Daerah/BUMD/Desa untuk diumumkan,

2) Rmgkasan mformasi tentang program dan/atau kegiatan 
yang sedang dijalankan dalam lmgkup Pemenntah 
Kabupaten Pemalang/Perangkat Daerah/BUMD/desa yang 
sekurang-kurangya terdiri atas
a) nama program dan kegiatan,
b) penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan 

serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat 
dihubungi,

c) target dan/atau capaian program dan kegiatan,
d) jadual pelaksanaan program dan kegiatan,
e) anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber 

dan jumlah,
f) agenda penting terkait pelaksanaan tugas,
g) mformasi khusus lamnya yang berkaitan langsung 

denganhak-hak masyarakat,
h) mformasi tentang penenmaan calon pegawai dan/atau 

pejabat lamnya,
1) mformasi tentang penerimaan calon peserta didik barn,

3) Rmgkasan mformasi tentang kineija dalam lingkup 
Pemenntah Kabupaten Pemalang berupa narasi tentang 
realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan 
beserta capaiannva,

4) Rmgkasan laporan keuangan Pemenntah Kabupaten
Pemalang/Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah Desa
yang sekurang-kurangnya terdiri atas
a) rencana dan laporan realisasi anggaran,
b) neraca,
c) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan 

yang disusun sesuai dengan standar akuntasi yang 
berlaku, dan

d) daftar aset dan mvestasi,
5) Rmgkasan laporan akses Informasi Publik, yang sekurang- 

kurangya terdiri atas
a) jumlah pemotion mformasi publik yang ditenma,
b) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap 

permohonan mformasi publik,
c) jumlah permohonan mformasi publik yang dikabulkan 

baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan 
mformasi publik yang ditolak,

d) alasan penolakan permohonan mformasi publik,
6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau 

kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik 
yang dikeluarkan oleh Pemenntah Kabupaten 
Pemalang/Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah Desa 
yang sekurang-kurangnya terdiri atas

4
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a) daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan 
perundang-undangan keputusan dan/atau kebijakan 
yang sedang dalarn proses pembuatan,

b) daftar peraturan perundang-undangan, keputusan 
dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau 
ditetapkan,

7) Informasi tentang hak dan tat a cara memperoleh Informasi 
Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses 
penyelesaian sengketa Informasi Publik benkut pihak- 
pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi,

8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan 
wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh 
pejabat maupun pihak yang mandapatkan lzm atau 
perjanjian kerja,

9) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan 
jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, dan

10) Informasi tentang prosedur penngatan dim dan prosedur 
evakuasi keadaan darurat

Pengumpulan mforaiasi publik butir 1 s /d  4 di atas dilakukan 
oleh masmg-masmg PPID Pembantu berkoordmasi dengan para 
pejabat yang mempunyai wewenang sesuai tupoksmya dalam 
pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 
secara berkala sebagaimana butir 1 s /d  4 tersebut di atas

b Informasi Publik yang wajib diumumkan secara Serta Merta, 
yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang 
banyak dan ketertiban umum, meliputi antara lam
1) Informasi tentang hencana alam seperti kekenngan, 

kebakaran hutan, hama penyakit tanaman, epidemik, 
wabah, kejadian luar biasa, kejadian antanksa atau benda- 
benda angkasa,

2) Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti 
kegagalan industn atau teknologi, dampak mdustn, ledakan 
nuklir, pencemaran Imgkungan, dan kegiatan 
keantanksaan,

3) Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial an tar 
kelompok atau an tar komumtas masy'arakat dan teror,

4) Informasi tentang jems persebaran dan daerah yang menjadi 
sumber penyakit vang berpotensi menular,

5) Informasi tentang racun pada bah an makanan yang 
dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau

6) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas 
publik

c Informasi Publik yang Wapb Tersedia Setiap Saat, meliputi
1) Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh 

PPID/PPID Pembantu, meliputi
a) Daftar Informasi Publik yang berada dibawah 

penguasaannva, tidak termasuk informasi yag 
dikecualikan, sekurang-kurangnya memuat
• nomor,
• nngkasan isi informasi,
• pejabat atau Perangkat Daerah/umt keija yang 

menguasai detail informasi,

5
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• penanggung jawab pembuatan atau penerbitan 
mformasi,

• waktu dan tempat pembuatan mformasi,
• bantuk mformasi yang tersedia,
• jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip,

b) mformasi tentang peraturan keputusan dan/atau 
kebijakan Pemermgtah Kabupaten Pemalang/Perangkat 
Daerah/BUMD/Desa dan latar belakang 
pertimbangannya, yang sekurang-kurangnya terdm 
atas
• dokumen pendukung seperti naskah akademik, 

kajian atau pertimbangan yang mendasan terbitnya 
peraturan, keputusan dan/atau kebijakan,

• masukan-masukan dan berbagai pihak atas 
peraturan, keputusan dan/atau kebijakan,

• nsalah rapat dan proses pembentukan peraturan, 
keputusan dan/atau kebijakan,

• rancangan peraturan, keputusan dan/atau 
kebijakan,

• tahap perumusan peraturan, keputusan dan/atau 
kebijakan,

• peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah 
diterbitkan,

c) seluruh mfonnasi lengkap yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala

d) Informasi tentang orgamsasi, admimstrasi, 
kepegawaian dan keuangan, antara lam
• pedoman pengelolaan orgamsasi, admimstrasi, 

personil dan keuangan,
• profil lengkap pimpman dan pegawai yang meliputi 

nama, sejarah kanr atau posisi, sejarah pendidikan, 
penghargaan, dan sanksi berat yang pemah ditenma,

• anggaran secara umum maupun anggaran khusus 
unit pelaksana tekms serta laporan keuangannya,

• data statistik \ ang dibuat dan dikelola,
e) surat-surat perjanpan dengan pihak ketiga benkut 

dokumen pendukungnj a,
f) surat-memurat pimpman atau pejabat Perangkat 

Daerah/BUMD/Desa dalam rangka pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsmya,

g) syarat-syarat penzman, izm yang diterbitkan dan/atau 
dikeluarkan benkut dokumen pendukungnya, dan 
laporan penataan izm yang dibenkan,

h) data perbendaharaan atau mventans,
1) rencana strategis dan rencana kerja,
j) agenda kerja pimpman,
k) mformasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi 

Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana 
layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta 
kondisinya, sumber daya manusia yang menangam 
layanan Informasi Publik beserta kualifikasmya, 
anggaran layanan Informasi Publik serta laporan 
penggunaannya,

l) jumlah, jems dan gambaran umum pelanggaran yang 
ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan

6
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penmdakannva,
m) jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang

dilaporkan oleh masyai akat serta laporan
penmdakannva,

n) daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan,
o) Informasi Publik lam yang telah dmyatakan terbuka

bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan 
dan/atau penvelesaian sengketa sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik,

p) informasi ten tang standar pengumuman informasi,
q) informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat 

publik dalam pertemuan vang terbuka untuk umum
2) Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh 

PPID Pembantu pada BUMD, meliputi
a) profil dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta 

kegiatan usaha,
b) nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan 

anggota dewan komisans perseroan,
c) laporan tahunan, laporan keunagan, neraca laporan 

laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial 
perusahaan yang telah diaudit,

d) nama hasil pemlaian oleh auditor ekstemal, lembaga 
pemermgkat kredit dan lembaga pemenngkat lamnya,

e) sistem dan alokasi dana remunerasi anggota 
komisans/den an pengawas dan direksi,

f) mekanisme penetapan direksi dan komisans/dewan 
pengawas,

g) kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik sebagai Informasi Publk,

h) pedoaman pelaksanaan tata kelola perusahaanyang 
baik berdasarkan prinsip-prmsip transparansi, 
akuntabilitas, pertanggungjaw aban, kemandinan, dan 
kewajaran,

1) pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang,
j) penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan,
k) perubahan tahun fiskal perusahaan,
l) kegiatan penugasan pemenntah dan/atau kewajiban 

pelayanan umum atau subsidi
m) mekanisme pengadaan barang danjasa, dan/atau
n) informasi lam \ ang ditentukan oleh Undang-Undang 

yang berkaitan dengan BUMD

2 . Inform asi yang D ikecualikan
Dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai benkut
a Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Infoimasi Publik, 

b Prmsip-pnnsip yang harus diperhatikan dalam 
mengelompokkan informasi yang dikecualikan
1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang 

dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode 
yang valid dan mengedepankan objektivitas,

2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus 
terbatas pada informasi tertentu untuk menghmdan
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penafsiran yang subjektif dan kesewenangan, dan
3) Tidak mutlak. artmya tidak ada mformasi yang secara 

mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih 
besar menghendakim> a

c Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya 
(consequential harm test) yang mendasan penentuan suatu 
mformasi harus dirahasakan apabila mformasi tersebut 
dibuka,

d Untuk lebih menjamm suatu mformasi dapat dibuka atau 
ditutup secara objektif, maka metode di atas dilengkapi dengan 
uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang 
mendasan penentuan mformasi harus ditutup sesuai dengan 
kepentingan publik

e Pengklasifikasian akses mfoimasi harus disertai pertimbangan 
tertulis tentang implikasi mformasi dan sisi politk, ekonomi, 
sosial-budaya, dan pertahanan keamanan, 

f Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian 
tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu mformasi 
diakses dengan pertimbangan secara seksama bahwa menutup 
akses Informasi Publik dapat melmdungi kepentingan yang 
lebih besar,

g Usulan klasifikasi akses mformasi sebagaimana tersebut huruf 
b angka (1) dan angka (2) diajukan oleh satuan kerja yang 
memiliki kemandirian dalam megelola kegiatan, anggaran dan 
admmistrasi,

h Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka (3) 
dilakukan melalui rapat pimpman, dan 

i Daftar Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan 
Kepurusan Bupati Pemalang

3 .3  PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
Pendokumentasian mformasi adalah kegiatan penyimpanan 

data dan mformasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau 
ditenma oleh satuan kerja di Lingkungan Pemenntah Kabupaten 
Pemalang guna membantu PPID dalam melayam permmtaan mformasi 

Tahapan dalam mendokumentasikan mformasi meliputi
1 Desknpsi mformasi

Setiap satuan kerja membuat rmgkasan untuk masing-masmg jenis 
mformasi

2 Memvenfikasi Informasi
Setiap mformasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya

3 Otentikasi mformasi
Dilakukan untuk menjamm keaslian mformasi melalui validasi 
mformasi oleh setiap satuan kerja

4 Pembenan kode mformasi
Dilakukan untuk mempermudah pencanan mformasi yang 
dibutuhkan melalui metode pengkodean yang ditentukan oleh 
masmg-masmg satuan kerja Pengkodean mformasi meliputi 
a Kode klasifikasi disusun dan ditentukan dengan menggunakan 

sistem subyek, artm\ a pengelompokkan mformasi dan 
dokumentasi disusun dengan cara mengelompokkan berkas 
mformasi berdasarkan masalah

b Kode klasifikasi tersebut dituangkan dalam sistem nomonk 
sebagaimana digunakan dalam sistem kearsipan yang berlaku 

c Kode klasifikasi mformasi yang digunakan dmnci menjadi kode 
pokok masalah dan submasalah
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Adapun kode klasifikasi mformasi tersebut meliputi
1) Kode klasifikasi pokok masalah 

000 -  Umum
100 -  Pemenntahan 
200 -  Politik
300 -  Keamanan dan Ketertiban Umum 
400 -  Kesejahteraan Rak\at 
500 -  Perekonomian
600 -  Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan 
700 -  Pengawasan 
800 -  Kepegawaian 
900 -  Keuangan

2) Kode klasifikasi mformasi submasalah atau nncian dan 
pokok masalah sesuai dengan kode pengklasifikasian 
kearsipan

5 Penataan dan penyimpanan mformasi
Dilakukan agar dokumentasi dan mforaiasi lebih sistematis dan 
kronologis Informasi dapat cepat ditemukan kembali dalam waktu 
yang tidak terlalu lama dan mudah dalam pengendaliannya Ada 
beberpa sistem yang dapat diguanakan dalam penataan dan 
penyimpanan mformasi jang pada prmsipn^va sama dengan sistem 
penataan arsip aktif dan maktif pada umumnya

a Dokumentasi/arsip aktif
Dilakukan dengan menggunakan sistem subyek/masalah 
dengan alat bantu kode klasifikasi sebagaimana kode 
klasifikasi di atas pada huruf d, agar berkas dan mformasi 
dapat diketemukan kembali dengan cepat dan tepat 
Sarana yang digunakan dalam penataan dokuemn / arsip aktif 
diantaranya
1) Fdleng cabinet/leman arsip
2) Map gantung/folder arsip
3) Guide/ sekat/pembatas maslaah
Sistem penyimpanan yang digunakan agar mudah dalam 
pengendalian menggunakan sistem Kombmasi Sentralisasi dan 
Desentralisasi Artmja pada saat dokumen/arsip masih aktif 
(masih digunakan secara terns menerus) disimpan di unit 
pengolah (unit pelaksana) pada masing-masing Perangkat 
Daerah/BUMD/Pemermtah Desa sesuai ketentuan pengelolaan 
kearsipan yang berlaku

b Dokumen/arsip maktif
Dokumen/arsip maktif yang disimpan pada masing-masing 
unit kearsipan Perangkat Daerah/BUMD/Pemermtah Desa dan 
sudah habis masa simpanannya, dipindahakan ke Arsip 
Daerah pada Dmas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 
Pemalang untuk diolah, disimpan dan dipelihara sesuai dengan 
ketentuan pengelolaan kearsipan yang berlaku

3 .4  PELAYANAN INFORMASI

1. Standar Pelayanan Inform asi Publik

a. Penyed iaan Inform asi Publik m elalu i pengum um an
Informasi yang bersifat publik (disediakan dan diumumkan

9

<

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat) 
diumumkan melalui situs resmi, papan pengumuman 
dan/atau media cetak
1) PPID mengumumkan mformasi yang harus diumumkan 

secara berkala menggunakan papan pengumuman, atau 
media lain yang mudah dilihat masyarakat,

2) Apabila memungkmkan, pengumuman mformasi juga 
dilakukan melalui media
a Buku atau terbitan,
b Situs PPID Kabupaten Pemalang , dan atau 
c Situs Pemenntah Kabupaten Pemalang,

3) Situs resmi Pemenntah Kabupaten Pemalang dan situs 
PPID Kabupaten Pemalang dikelola dan berada di bawah 
tanggungjawab Kepala Dinas Komumkasi dan Informatika 
Kabupaten Pemalang,

4) Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah Desa dapat
membuat situs resmi tersendm dengan nama domain 
sesuai ketentuan yang berlaku, lsmya berada di bawah 
tanggungjawab PPID Pembantu masmg-masmg,

5) Pengumuman Informasi menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami, media yang tepat dan disampaikan tanpa adanya 
penundaan,

6) Pemenntah Kabupaten Pemalang wajib mengumumkan 
secara berkala mformasi tentang prosedur evakuasi 
keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi 
terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana 
penyebarluasan mformasi keadaan darurat,

7) Terkait dengan lzm dan/atau perjanjian dengan pihak 
ketiga bagi kegiatan yang berpotensi mengancam hajat 
hidup serta ketertiban umum wajib
a Mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat 

kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak, 
b Menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi 

bagian dari penyebarluasan mformasi keadaan darurat

b. P enyediaan Inform asi Publlik Berdasarkan Perm ohonan
Penyampaian mformasi publik dapat disampaikan secara 
tertulis maupun tidak tertulis
1) P enyediaan Inform asi Publik yang Harus disediakan  

berdasarkan Perm ohonan Secara T ertulis
Langkag-langkah dalam mekamsme penyediaan Informasi 
Publik yang harus disediakan atas permintaan secara 
tertulis meliputi
a Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan 

mformasi kepada PPID atau PPID pembantu, 
b Pejabat PPID/PPID Pembantu menenma permohonan 

mformasi,
c PPID/PPID Pembantu mencatat permohonan mformasi 

dan pemohon dalam Formulir Permohonan, yang terdm 
atas
• Nomor formulir (nomor pendaftaran),
• Nama Pemohon Informasi,
• Alamat dan nomor telepon Pemohon Informasi (Foto 

Copy KTP),
• Subjek dan keterangan mformasi yang diminta
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• Alasan permmtaan mformasi
• Nama pengguna mformasi,
• Alamat dan nomor telepon pengguna mformasi (Foto 

copy KTP),
• Alasan Pengguna Informasi,
• Format dan cara pengiriman,
• Nama dan tanda tangan PPID/PPID Pembantu,
• Tanggal ditenmanya permohonan mformasi, dan
• Cap Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah Desa 

tersebut
d PPID/PPID Pembantu menyimpan salinan Formulir 

Permohonan sebagai tanda bukti permohonan mformasi 
publik

e Pemberian nomor pendaftaran sebagai tanda bukti 
permohonan informasi kepada pemohon mformasi,
• jika permohonan melalui surat eletronik atau 

pemohon datang langsung, nomor pendaftaran 
dibenkan pada saat permohonan ditenma,

• jika permohonan mformasi dilakukan melalui surat 
atau faksimili atau cara lam yang tidak 
memungkinkan PPID/PPID Pembantu untuk 
membenkan nomor pendaftaran secara langsung, 
nomor pendaftaian dikmmkan kepada pemohon 
mformasi atau bei samaan dengan pengiriman 
mformasi pubhk

2) P enyediaan Inform asi Pubhk yang H am s d ised iakan  
berdasarkan Perm ohonan Secara Tidak T ertu lis
Langkag-langkah dalam mekamsme penyediaan Informasi 
Publik yang harus disediakan atas permmtaan secara tidak 
tertulis meliputi
a) Pemohon Informasi Publik mengajukan permmtaan 

mformasi kepada PPID/PPID Pembantu,
b) Pejabat PPID/PPID Pembantu menerima permohonan 

mformasi,
c) PPID/PPID Pembantu mencatat permohonan mformasi 

dan pemohon dalam Formulir,
• Nomor formulir (nomor pendaftaran),
• Nama Pemohon Infonnasi
• Alamat dan nomor telepon Pemohon Informasi
• Subjek dan keterangan mformasi yang diminta,
• Alasan permmtaan mformasi ,
• Nama Pengguna Informasi,
• Alamat dan nomor telepon pengguna mformasi (Foto 

copy KTP),
• Alasan penggunaan mformasi,
• Format dan cara pengiriman,
• Nama dan Tanda Tangan PPID/PPID Pembantu,
• Tanggal ditenmanya Permohonan Informasi, dan
• Cap Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah Desa 

yang bersangkutan
d) Petugas pelayan mformasi uajib melakukan konfirmasi 

kepada pemohon mformasi mengenai kebenaran data 
pemohon dan pengguna mformasi,

e) Apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan
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ketidaksesuaian data pemohon dan pengguna maka 
petugas pelayan lnformasi berhak untuk tidak melayani 
permintaan mformasi

f) PPID/PPID Pembantu menyimpan salman Formulir
Permohonan sebagai tanda bukti permohonan mformasi 
publik,

g) Pembenan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti 
permohonan mformasi kepada pemohon mformasi,
• jika permohonan melalui surat eletromk atau 

pemohon datang langsung, nomor pendaftaran 
dibenkan pada saat permohonan ditenma,

• jika permohonan mformasi dilakukan melalui surat
atau faksimili atau cara lam yang tidak 
memungkmkan PPID/PPID Pembantu untuk 
membenkan nomor pendaftaran secara langsung,
nomor pendaftaran dikirimkan kepada pemohon
mformasi atau bei samaan dengan penginman 
mformasi publik

2 . Tanggapan PPID/PPID Pem bantu a tas Perm ohonan lnform asi 
Publik
a) Tanggapan atas permohona lnformasi Publik dapat berupa 

pembenan mformasi sebagian pembenan mformasi seluruhnya, 
atau penolakan

b) PPID/PPID Pembantu menanggapi permohonan mformasi
selambat-lambatnya dalam waktu 10 han kerja sejak berkas 
permohonan lengkap (Formulir Permohonan lnformasi dnsi 
lengkap dan dilamptn foto copy KTP Pemohon dan Pengguna 
lnformasi) ditenma oleh PPID/PPID Pembantu melalui 
pembentahuan tertulis yang bensikan hal-hal mengenai
• menenma atau menolak permohonan lnformasi Publik 

beserta alasannj a,
• apakah lnformasi Publik yang dimmta dalam penguasaanya 

atau tidak,
• mformasi tentang Badan Publik mana yang menguasai 

mformasi tersebut jika mformasi tersebut tidak dalam 
pengusaanya,

• bentuk lnformasi Publik yang tersedia,
• waktu yang dibutuhkan untuk untuk menyediakan 

lnformasi Publik yang dimmta
• penjelasan atas penghitaman/pengaburan mformasi yang 

dimohon, jika ada,
• penjelasan apabila mformasi tidak dapat dibenkan karena 

belum dikuasai atau didokumentasikan,
c) Jika PPID/PPID Pembantu belum menguasai lnformasi Publik 

yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah 
lnformasi Publik yang dimohon termasuk lnformasi yang 
Dikecualikan, PPID/PPID Pembantu membentahukan 
perpanjangan waktu beserta alasannya,

d) PPID/PPID Pembantu harus membentahukan secara tertulis 
apakah permintaan mformasi dapat dipenuhi atau tidak, 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) han kerja sejak pembentahuan 
perpanjangan waktu,

e) Jika lnformasi Publik yang dimohon diputuskan untuk 
dibenkan bark sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan
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ditenma, pembentahuan tertulis disampaikan bersamaan 
dengan penyampaian mformasi publik,

f) Penyampaian /  pendisti lbusian /  pen> ei ahan Informasi Publik 
kepada Pemohon Informasi Publik dapat dilakukan secara 
langsung atau melalui e-mail,

g) Jika permohonan mformasi ditolak, pembentahuan tertulis 
disampaikan bersamaan dengan Surat Keputusan PPID tentang 
Penolakan Permohonan Infoimasi, yang sekurang-kurangnya 
memuat
• nomor pendaftaran
• nama,
• alamat,
• pekerjaan,
• nomor telepon/email,
• mformasi yang dibutuhkan,
• keputusan pengecualian dan penolakan mformasi,
• alasan pengecualian, dan
• konsekuensi yang diperkirakan akan timbul jika mformasi 

tersebut dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi,

3 P endokum entasian  Perm intaan Inform asi dan Pelaporan  
Pelayanan
Semua permintaan mformasi baik >ang melalui media elektronik, 
tidak tertulis maupun tertulis harus bisa didokumentasikan

4 . M edia Penyam paian Perm ohonan Inform asi Publik
Masyarakat dapat menyampaikan peimohonan mformasi publik 
melalui

a Melalui e-mail
Masyarakat dapat menyampaikan permohonan Informasi Publik 
melalui e-mail PPID Kabupaten Pemalang di 
ppid@pemalangkab a jd

b Melalui telepon
Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon Dmas 
Komunikasi dan Informatika, Ruang Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi (RPID), atau nomor telepon Perangkat 
Daerah/BUMD / Pemenntah Desa

c Melalui Jasa Pos
Mengmmkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada PPID 
atau PPID Pembantu dengan alamat
1) Alamat Dmas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Pemalang,
2) Alamat Ruang Pelayanan Infoimasi dan Dokumentasi (RPID), 

atau
3) Alamat Perangkat Daerah/BUMD/Desa 

d Langsung
Datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi (RPID) PPID Kabupten Pemalang, atau Kantor 
Perangkat Daerah/BUMD/Desa
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5. Pelaksana Pelayanan Inform asi Publik
Untuk pelaksanaan operasional pelayanan Informasi Publik, PPID 
menyediakan desk layanan Informasi Publik

a. P etugas Pelayanan Inform asi
PPID menugaskan 2 (duaj oiang petugas pelayanan informasi 
dengan tugas sebagai berikut

1) 1 (satu) orang petugas front office, dengan tugas menenma 
permmtaan langsung dan melalui media dan masyarakat,

2) 1 (satu) orang petugas back office, dengan tugas 
mempersiapkan per ala tan yang akan dipergunakan 
menyiapkan maten yang akan digandakan/ direkam serta 
sebagai penghubung satuan kerja terkait dengan informasi 
yang dimmta pemohon/pengguna Informasi Publik

Pada Perangkat Daerah/BUMD/Pemenntah Desa, PPID 
Pembantu menunjuk satu orang pelaksana sebagai petugas 
pelayanan informasi

b. K om peten si P etugas Pelayanan Inform asi;
Pelaksana yang ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Informasi 
memiliki kompetensi sebagai berikut

1) Pengetahuan, meliputi
a) informasi yang wajib disediakan (berkala, setiap saat, 

serta merta dan dikecuahkan) , dan
b) kebijakan/regulasi Pemenntah Kabupaten Pemalang

2) Keterampilan, meliputi
a) teknik pelayanan pnma
b) pengklasifikasian/katalogisasi /  indexing, dan
c) teknologi mfoimasi searching browsing

3) Sikap, meliputi
a) kejujuran,
b) ketelitian,
c) kerjasama,
d) komumkatif,
e) empati, dan
f) pengendalian emosi

6. W aktu Pelayanan Inform asi
Pembenan pelayanan Informasi Publik di lmgkungan Pemenntah 
Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada han kerja, dengan 
ketentuan
a han Semn sampai dengan Kamis pukul 08 00-15 00 WIB, dan 
b han Jum'at pukul 08 00-11 00 WIB

7. B iaya/T arif
PPID menyediakan Informasi Publik secara gratis (tidak dipungut 
biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, 
pemohon/pengguna Informasi Publik dapat melakukan 
penggandaan/fotocopy sendm di sekitai Kantor Dmas Komumkasi 
dan Informatika Kabupaten Pemalang/Ruang Pelayanan Informasi
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dan Dokumentasi (RPID), atau menyediakan CD/DVD kosong atau 
flashdisk untuk perekaman data dan mformasmya

8. Sarana dan F asilita s
Dalam membenkan lavanan Informasi Publik kepada 
pemohon/pengguna mfoimasi PPrD men) ediakan Ruang Pelayanan 
Informasi dan Dokumentasi (RPID) Pada Perangkat 
Daerah/BUMD/Desa, PPID Pembantu menyediakan meja informasi
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P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  P E M A L A N G  

S E K R E T A R IA T  D A E R A H

NOTA D INAS

Kepada Yth  

Lew at Yth  

Dari

Tanggal 

Nom or 

Lam piran  

Peri ha I

Bapak Bupati Pem alang  

Sekretaris  D aerah Kabupaten Pem alang  

Kepala Bagian H ukum  Setda K abupaten Pem alang  

*20 D e s e m b e r2 0 1 7  

180 l / o &  /  Hk  

1 (s a tu ) Berkas

A sm anan Peraturan Bupati Pem alang

D ilaporkan dengan horm at,

1 T e lah  Dikoreksi Peraturan Bupati Pem alang ten tan g  Pedom an Pengelolaan  

Pelayanan In form asi dan Dokum entasi di Lingkungan Pem erm tah  

K abupaten Pem alang

Yang te lah  d iajukan oleh D iskom info Kabupaten Pem alang

2 Koreksi ini sesuai dengan keten tu an  peratu ran  perundang-undangan

3 U ntuk itu m ohon asm anan

M EN G ETA H UI

ASISTEN PEM EfSftTAHAN SEKDA  

KABUPA7TEN PEMALANG

KEPALA BAGIAN HUKUM  

S E T D A K A ^ A T E N  PEMALANG

A U N U R O R Q , SH  

Pem bina U tam a Muda  

N IP  1 9 6 0 0 1 2 1  1 9 87 0 2  1 001

L fc
|-

T !
i f :

He

i Par*. 1

(U o
3

PUJ1 SU G IH A R TO , SH  

Jem bina T in g kat I  

N IP  1 9 6 7 0 5 1 0  199603  1 0 0 2

P A R A F  H IR A R K I

K asubag

4

J a la n  S u r o h a d ik u s u m o  lyb  1 'P e m a la n g  5 2 3 1 2  P ro v  J a w a T e n g a h  

T e lp  ( 0 2 8 4 )  3 2 /1 0 6 8 - 3 2 1 3 6 8  F a k s  ( 0 2 8 4 )  3 2 2 2 2 9  
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